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Latar Belakang Masalah 
Reformasi memaksa terjadinya perubahan struktur dengan 
penyesuaian daerah otonom, dimana disadari pemerintahan tidak lagi 
bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan top executive di 
tangan bupati/walikota. Politisasi birokrasi masih cukup kental mewarnai 
dinamika otonomi daerah. Hal ini, erat kaitannya juga dengan kegagalan 
hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif, karena proses menguatnya 
political society (Elvira Zeyn, 2011). Menurut Gramsci dalam tulisan Dedi 
Iskandar 2003, political society adalah kondisi dimana fungsi negara 
dijalankan sepenuhnya oleh aparat negara meliputi tentara, polisi, lembaga 
hukum, dan departemen administrasi yang mengurus pajak. 
Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di 
Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada 
sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha 
memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan 
mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba 
mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang 
dikenal dengan istilah good governance. Dengan diterapkannya prinsip-
prinsip Good Government Governance diharapkan dapat memperbaiki kinerja 
pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 oleh 
pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih 
luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada 
  
pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, UU ini diganti dan 
disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. 
Kedua undang-undang tersebut telah mengubah akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal 
(kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada 
masyarakat melalui DPRD). 
Pemerintah berupaya membuat berbagai macam regulasi yang 
dimaksudkan untuk memperkuat struktur kelembagaan keuangan dan  
reformasi  manajemen  keuangan  negara  baik pada pemerintah pusat  
maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang 
bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara, UU 1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam peraturan 
perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota 
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD  kepada  DPRD  berupa  laporan  keuangan  yang  telah  
diperiksa  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan,  selambat-lambatnya  enam  
bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir.  Laporan keuangan  disusun  dan  
disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan. 
Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah 
dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, yang didalamnya terdapat 
perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar 
akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah 
dapat diperbandingkan. Standar Akuntansi Pemerintah mengalami perubahan 
  
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.  Upaya pemerintah tersebut dimaksudkan 
untuk memperkuat regulasi terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga 
dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang 
transparan dan akuntabel.  Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah akan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. 
Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya 
memiliki risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan 
tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, 
membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi 
organisasi, kerugian organsisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moril 
karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya. 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) di Amerika Serikat 
menyusun peta mengenai fraud dan membaginya menjadi 3 cabang utama, 
yaitu Corruption, Asset Misappropriation, dan fraudulent financial statement. 
Pelaku corruption bisa siapa saja tetapi selalu melibatkan sekurang-
kurangnya dua orang. Asset Missappropriation biasanya dilakukan oleh level 
karyawan biasa. Pelaku fraudulent financial statement biasanya dilakukan 
oleh tim manajemen puncak, termasuk presiden, CEO, CFO, pengawas, dan 
top eksekutif lainnya.  
Kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen 
pada tahun 2009 merupakan contoh nyata dari tipe Fraudulent Financial 
  
Statement. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas, Enron tidak mengelola sistem 
akuntansi yang efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat 
dipercaya.  
Bentuk lain dari fraudulent financial statement dapat berupa pinjaman 
kepada eksekutif yang tidak tepat dan corporate looting (penjarahan 
perusahaan). Corporate looting melibatkan CEO dan pegawai perusahaan 
yang menggunakan organisasi mereka sebagai personal piggy bank (celengan 
pribadi) sehingga mereka dapat menggunakan dana perusahaan tanpa 
pengetahuan dan persetujuan komite kompensasi, komisaris, dan manajemen. 
Beberapa kasus ini antara lain John Rigas (Adelphia), Dennis Kozlowki 
(Tyco), Bernie Ebbers (WorldCom).   
Olympus, produsen kamera asal jepang pada terlibat dalam kasus 
manipulasi laporan keuangan pada tahun 2011. Olympus  
menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan 
tahun atau sejak era 1980-an. Selama itu, Olympus menutupi kerugiannya 
dengan menyelewengkan dana akuisisi. Pengumuman ini merupakan buntut 
dari tuntutan mantan CEO Olympus, Michael Woodford, yang dipecat pada 
14 Oktober 2011. Woodford meminta perusahaan yang berumur 92 tahun ini 
menjelaskan transaksi mencurigakan sebesar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 
11 triliun.  Olympus juga membuat laporan palsu untuk keuangan tahun 2007, 
dengan melaporkan aset netto sebesar 367,876 miliar yen, menutupi nilai 
sesungguhnya yang hanya 254,246 miliar yen. Mantan Presiden Olympus, 
Kikukawa dianggap memainkan perananan paling penting saat Olympus 
  
menyembunyikan kerugian US$ 1,7 miliar dari neraca perusahaan produsen 
kamera tersebut. Ia dianggap melanggar UU yang melarang pemalsuan 
laporan keuangan. (http://www.detik.com.2012). 
Kasus lain yang terjadi di sektor publik di Indonesia adalah kasus 
manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (PT 
KAI) yang diterbitkan pada tahun 2005. Laporan keuangan PT KAI tahun 
2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat 
kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai 
dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan 
masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak 
auditor menyatakan Laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak 
ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut 
dipertanyakan. (http://www.tempo.co.id.2007). 
Kasus Kementrian Agama terkait korupsi pengadaan Al Quran dengan 
opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2012 juga menimbulkan sebuah 
tanda tanya besar (www.kompas.com). Kasus yang melibatkan pejabat negara  
Suryadharma Ali ini merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih 
(white-collar crime). Istilah ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada 
Desember 1939. Sutherland menjelaskan istilah kejahatan kerah putih sebagai 
kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih yang terdiri atas orang-
orang bisnis dan professional terhormat, atau paling tidak, dihormati 
(Tuanakotta, 2010). 
  
Konsep akuntabilitas melibatkan dua tahap yaitu answerability dan 
enforceability. Answerability diartikan sebagai obligasi pemerintah dimana 
pemerintah bertugas memberikan informasi terkait rencana dan pengambilan 
keputusan. Enforceability diartikan pemerintah sebagai institusi yang 
menyelenggaran pemerintahan yang bersih sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku (Sylvester, 2013). Dlakwa H.D (1902) 
menjelaskan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu 
responsiveness (terkait ketepatwaktuan), responsibility (terkait kinerja yang 
diharapkan), dan transparency (terkait kegunaan informasi). Akuntabilitas 
yang baik idealnya akan mendukung terciptanya good governance sehingga 
kecurangan akan laporan keuangan (fraudulent financial statement) bisa 
berkurang. Penelitian terkait apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas 
dan fraudulent financial statement masih jarang dilakukan di sektor publik. 
Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang hubungan 
akuntabilitas dan fraudulent financial statement yang terjadi di Indonesia 
dengan mengambil judul penelitian “Akuntabilitas dan fraudulent financial 
statement pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia”. 
